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ABSTRAK

i Tujuan dzari penelitian ini adalah uniuk mengevaluasi Ekbor-faklar yang menyebabkan diberikannya opani
| audit disclaimer terhadap laporan keuangan Pemko Padang. Laporan keuangan yang diteldi adalah Laporan
| Keuangan Pemko Padang Tahun 2007 yang terdiri dari  Leporan Meraca, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Arus Kas dan Calatan Aas Laperan Kedangan Tahun Anggacan 2007, Data yvang digunakan adalah

data sekuendar yang berups Laporan Hasil Femeriksaan EPH R terhadap Laporan Keuangan Pamko Padang

Tahurn Anggaran 2007, Laporan ini menyatakan penyebab faktor-faktor yang menyebabkan diberixannya

| cpini audil disclemer adalah kepatuhan ferhadap Standar Akundansi Pemerintahan, Efekiifitas Sistem

Fengendalian [nternal Pamerinlah, Kepatuban lerhadap peraturan perendang-undangan dan Kelerbatagsan
limgkup pemerikszan. Analisis dalam penelitian inl dilakukan bardasarkan hasil nilzi rata-rata darn masing-

| maging kelompak zspek penelitian dan analisis yang difokuskan kepada butir-bulir pertanyaan dar selizp

kelampak aspek penslifian vang perlu penekananfpembahasan kebih lanjul Hasll dand analisis membuktikan
bahwa kepatuhan terhadap Stondar Akuntengi Pemenntoban, efekifitas sistem pengendalian infemal
pemerinian, kepatnshan ferhadap peraturan perundang-undangan danm keterbatasan lingkup pemeriksaan

merupakan alasan penfing BPK R fidak memberikan pendapat (disclaimer) ferhadap Laporan Keuangan |

Femko Padang Tahun Anggaran 2007
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BAB SATU

PENDAHULUAN

LILATAR BELAKANG
Beberapa pendekatan vany sering digunakan untuk mengukur keberhasilan scorang
pemimpin dasreh adelah pertumbuohen ekonomi yang positif, tingkat inflasi vang
terkendali, kesempatan kerja yang semakin meningkst, pengangguran yang semakin
berkurang, keamanan vang kondusif, dan daya bell masyarakat vang semakin
meningkat. Pendekatan seperti ity merupsken pendekatan makro dan manfaatnva
sengat dirasakan oleh masyarakal secara wmum, Wajud dari keberhasilan pemeriniah
vang mengeunakan pendekatan makro adalsh pembangunan secara fisik semakin
meningkat. Ada sstu pendekatan vang jarang diperhatikan oleh masvarakat adalah
kualitas laporan Kevangan pemerintah daerah (LKPD). LKPD dianggap baik jika
mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Sejak diberlakukannya otonomi daerah,
setiap  pemerintah dacrah  baik  pemerintah  kabupaten®ot  maupun  provins
diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuvangan sebagal perlangpungjawaban telah
berakhimya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK, Untuk meningkatkan
kualitas audit. BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negars
15PN} sesual dengan Peraturan Badan Pemeriksa Kevangen Republik Indonesia No.
01 Tahun 2007. |

Proses audit atas laporan keusngan pemerintah dacrah dimulai sejalan denpan
berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 23 tabun 1999 tentang Perimbanpan Keuangan antara
Pemerinteh Pusal dan Daerah, Sebagai operasionalnyva maka Menteri Dalam Negeri

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Na. 29 Tahun 2003 tentang



Pedoman Pengurusan Penangeungjawaban dan Pengawasan Kevangan Daerah dan
Peraturan Pemerintah  Nomeor 24 Tahun 2005 tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan, Dengan berlakunya Keputusan Mendagri Mo, 29 Tahun 2002 dan
Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidaklah suliv bagi pemerintah dacrah uniuk
menghasilkan laporan Kevangan tanpa catatan. Pasal 70 sampal dengan pasal 78
Keputusan Mendagei o 29 Tahun 2002 tentang Sistem Akuntansi Keuangan daeral,
mengatur proses-proses untuk menghasilkan laporan Keusngan, Dengen menrgicu
pade  pasal-pasal tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan
Leporan  Pertanggungjawaban  Kevangan Daerah  yang tendini dari  Laporan
Perhitungan APBD, MNeta Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Meraca Daerah.
Selain dintur tentang sistem akuntansi pemermlah yang sanpat operasional dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20035 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
i5AP), jupa diatur temtang Keranpka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan sebelas

pernyataan yang meliputi pernyataan tentang:

.

. penvajian laporan keuangan

t-d

laporan realisast anggaran

laporan arus kas

il
N

4. catatan atas laporan keuangan

. gkuntansi persediaan

[ ]]

B, akuntansi investas

--1
"

akuntansi asct tetap

8. okuntansi konstruksi dalam pengerjaan

% akuntansi kewajiban

10. koreksi kesalahan, perubshan kebijakan akuntansi, peristiwa luar biasa

| 1. laparan kevangan konsolidasian.
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BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis. maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini

1.

rd
1

Berdasarkan analisis data. faktor kepatuhan terhadap Standar Akuntans: Pemerintahan
di Dinas Pengelolaan kewangan dan Aser Kota Padang, mengeambarkan variabel
kepatuhan terhadap SAP tersebut merupakan fakior penting vang menyebabkan BPK
BRI memberikan opini audit discalimer. Hal tersebut dapat dilthat dan skor rata-rata
variabel sebesar 1901 % yang berartl kepatuhan terhadap standar akuntansi pada
Pemko Padang cukup (kurang baik).

Berdusarkan analisis data, faktor efektifitas sistem pengendalian intern di Dinas
Pengelolaan keuanpgan dan Aset Kota Padang, menggambarkan variabel efektifitas
sistern pengendalian intern merupakan faktor penting vang menyebabkan BPK RI
memberikan opinl audit discalimer. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata
varigbe] sebesar 1,93 % vang berarti efektifitas sistern pengendalian intern cukup
{kurang baik),

Berdasarkan analisis data. faktor kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
di Ddnas Pengelolaan keuanpan dan Aset Kota Padang, menggambarkan variabel
kepatuban terhadap peraturan perundang-undangan tersebut merupakan faktor penting
yang menyebabkan BPK RI memberikan opind audit discalimer, Hal tersebut dapat
dilihat dari skor rata-rata vanabel sebesar 1.81 % vang berarti kepatuban terhadap

peraturan perundang-undangan pada Pemko Padang cukup (kurang baik).
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